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ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara pemerintah dengan INGO di Thailand. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, Thailand menempati Tier 2 Watch List. Sebagai perbandingan, Laos dan Vietnam yang selama 10 tahun memiliki status yang sama dengan Thailand telah kembali ke Tier 2 berturut-turut pada tahun 2011 dan 2012. Dalam negara masing-masing, Vietnam memiliki 8 INGO, sedangkan Thailand memiliki 11 INGO.Adapun status tier yang dimaksudkan ini disadur dari status human trafficking milik U.S. Department of State dan dijadikan acuan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Dari kondisi di atas, didapatkan suatu dugaan bahwa hubungan kerjasama antara pemerintah dan INGO belum optimal, sehingga menyebabkan terhambatnya pemberantasan child trafficking di Thailand. Teori yang digunakan berasal dari induksi Margareth Kans dan Karen Mingst, Sibnath Deb yang menjelaskan hubungan antara pemerintah dengan INGO dan diperkuat oleh penjelasan Tim Owen mengenai karakteristik partnership antara NGO dan pemerintah.
Kata-kata kunci: kerjasama, INGO, pemerintah, child trafficking,Thailand.

This thesis is intended to search problems between government and INGO's in Thailand regarding children trafficking issues. Since 2010 to 2013, Thailand is placed in Tier 2 Watch List. As comparisons, Laos and vietnam has returned to Tier 2 in a row in 2011 and 2012.Vietnam has 8 INGOs, while Thailand 11 INGOs and more. The tiers refer to Human Trafficking status of U.S. Department of State and used as a reference by United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). From the description above, there is concern about the cooperation between government and INGOs that unoptimal and causing disruption in Thailand Trafficking battle. The theory used from Margareth Kans dan Karen Mingst, Sibnath Deb that explained the cooperation between government and INGOs and strengthened by Tim Owen's characteristics of partnership between government and INGOs.
Keywords: cooperation, INGO, government, child trafficking, Thailand.
Kesejahteraan adalah kebutuhan semua manusia di muka bumi, sehingga berbagai bentuk pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan selalu menjadi isu utama di seluruh dunia. Keamanan manusia tidak hanya seputar keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan lingkungan, tetapi juga keamanan personal, yaitu terbebasnya anak-anak dari ancaman human trafficking dengan tujuan sebagai tenaga kerja dan prostitusi
. Keamanan warga negara memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, kehadiran INGO dalam hubungan internasional beberapa dekade belakangan ini menjadi alternatif bagi pemerintah untuk menangani isu-isu di negaranya secara lebih intens. Kerjasama yang terjadi antara pemerintah dan INGO kini menjadi isu yang menarik karena ada aktor non-pemerintahan yang sangat membantu pemerintah dalam menjalankan beberapa kebijakan seputar keamanan, dengan kata lain menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Tingginya pelanggaran terhadap keamanan dan Hak Asasi Manusia di Thailand ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi kerjasama pemerintah Thailand dan INGO. Hal ini terlihat dari masuknya 11 INGO ternama ke Thailand untuk menangani human trafficking secara umum dan child trafficking secara khusus. Dengan melibatkan INGO, pemerintah Thailand berupaya untuk memberantas child trafficking dan secara tidak langsung meningkatkan status human trafficking-nya di mata dunia, yang tercermin ke dalam tier-tier human trafficking. Penelitian ini akan berfokus kepada bentuk kejahatan terorganisir yang langsung mencederai hak asasi manusia untuk hidup bebas dan merdeka, sekalipun masih anak-anak, yaitu child trafficking, yang dalam pemberantasannya akan melibatkan hubungan antara negara dengan INGO.
Sebelum berlanjut ke hubungan antara pemerintah dan NGO, berikut ini akan dibahas terlebih dahulu fokus permasalahan penelitian. Child trafficking tidak hanya mengenai praktek kejahatan internasional yang memindahkan anak sebagai komoditas dari satu negara ke negara lainnya, tetapi juga menyangkut praktek jual beli dalam domestik negara itu. Kasus yang dikategorikan sebagai child trafficking adalah situasi ketika seseorang direkrut, ditahan, dipindahkan, disediakan, dan/atau didapatkan untuk menjadi korban perbudakan modern yang dipaksa, ditipu, atau diancam dengan kekerasan untuk menjadi pekerja, buruh, atau sasaran eksploitasi seksual
. Dengan demikian setiap anak yang ditekan agar melakukan apa yang tidak dikehendakinya dan terlebih lagi tidak dapat menarik diri dari situasi tersebut, sebagai sisi perbudakan, kemudian menghasilkan uang bagi setiap orang yang berperan dalam transaksi perpindahannya, sebagai sisi perjualbelian, merupakan korban dari child trafficking. Anak-anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mengatasi hal ini, dunia internasional memasukkan agenda untuk mereduksi child trafficking dalam agenda-agenda human trafficking, child abuse, child labour, dan child exploitation karena child trafficking memang merupakan sintesis antara ketiganya. Sehingga tidak heran jika penelitian tentang child trafficking ini akan menyangkutpautkan juga human trafficking, child abuse, child labour, dan child exploitation. Sebagai informasi, pada tahun 2007, sebanyak 50% korban dari seluruh kasus human trafficking sedunia adalah anak-anak
. Dari total yang sama diketahui bahwa 70-80%-nya adalah wanita dan anak-anak perempuan dan dari prosentase ini, 70%-nya diperdagangkan demi tujuan eksploitasi seksual. Demikian halnya dengan di Asia Tenggara, sebagian besar anak korban child trafficking dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial
. Terlihat jelas bahwa child trafficking mendapat urgensi internasional karena keberadaannya mengancam hak asasi manusia, sehingga harus segera diatasi.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa keadaan human trafficking dalam suatu negara dicerminkan ke dalam tier-tier, sehingga tier dapat digunakan sebagai suatu tolok ukur keberhasilan negara menerapkan kebijakan untuk memberantas human trafficking dari tahun ke tahun. Tier-tier ini berasal dari Trafficking in Person Report milik U.S. Department of State
 yang terekam sejak tahun 2001 hingga tahun 2013. Semua laporan ini dipublikasi oleh website resminya secara umum untuk semua kasus human trafficking di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut, tier adalah skala bagi status human trafficking berbagai negara berdasarkan standar The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) tahun 2000 dan usaha pemerintah untuk memenuhi standar tersebut, yaitu Tier 1
, Tier 2
, Tier 2 Watch List
, dan Tier 3
. Status human trafficking ini juga dijadikan acuan oleh UNODC dalam menilai sejauh mana negara telah berhasil menerapkan kebijakan dan memberantas human trafficking dalam tingkat domestik. Berikut ini adalah data penempatan tier yang dipetakan untuk negara-negara Great Mekong Sub-River (GMS): Burma atau Myanmar, Cina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam, ditambahkan dengan Indonesia.
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Tabel 3.1.: Pemetaan Tier Negara GMS dan Indonesia tahun 2001-2013 
,

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa ada suatu gejala bahwa Laos, Thailand, dan Vietnam selalu memiliki kesamaan status tier sejak tahun 2001 hingga tahun 2010. Ketiganya jatuh dari Tier 2 ke Tier 2 Watch List di tahun 2010. Laos kembali ke Tier 2 di tahun 2011 dan Vietnam di tahun 2012, namun Thailand tidak kembali ke Tier 2 hingga tahun 2013. Disini dapat kita lihat bahwa kondisi human trafficking di Thailand memburuk di tahun 2010 hingga masuk golongan Tier 2 Watch List dan tidak segera membaik hingga tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh CIA
 yang sama dengan keterangan Trafficking in Person Report dari U.S. Department of State
. Artinya, Thailand belum memenuhi standar minimum pereduksian human trafficking, tetapi terlihat usaha nyata dari negara tersebut, sehingga dapat terlihat hasil pengurangan korban yang signifikan. Namun usaha tersebut akhirnya tetap gagal memberikan bukti dari kenaikan usaha lebih lanjut atau pengurangannya masih berada pada nilai yang stagnan, dan/atau telah merancangkan untuk menerapkan kebijakan mengenai isu terkait di tahun berikutnya
. Sebagai tambahan informasi, jika pada tahun 2014 Thailand tidak segera mengejar dan mendapatkan status Tier 2, maka status human trafficking di Thailand akan diturunkan hingga menjadi Tier 3.
Pemerintah Thailand juga menyadari akan maraknya kejahatan ini di negaranya. Sebagai salah satu usaha untuk mengatasinya, pada tanggal 1 Maret 2013, pemerintah Thailand mengadakan pertemuan dengan sejumlah INGO untuk membahas strategi pemberantasan human trafficking
. Pertemuan ini membahas kerjasama antara badan pemerintah dengan NGO. Pertemuan ini membuktikan pemerintah Thailand melakukan usaha menjalin suatu hubungan kerjasama dengan INGO untuk memberantas child trafficking di negaranya. Dalam pemberantasan human trafficking, NGO berperan sebagai pemberi informasi kepada pemerintah dan pengedukasi masyarakat Thailand. Ada banyak sekali NGO, baik  lokal maupun internasional yang peduli terhadap kondisi human trafficking di Thailand dan bersedia untuk memberantasnya bersama-sama dengan pemerintah Thailand. Dalam website UNIAP, tercatat ada 11 INGO yang menangani human trafficking di Thailand, yaitu World Vision Foundation of Thailand, Save the Children UK, ECPAT, OXFAM Quebec, International Rescue Committee, Anti-Slavery International, the Asia Foundation, Children Workers in Asia, Migrant Assistant Program Foundation, Plan International, dan MTV EXIT
. Selain INGO-INGO ini, masih banyak INGO lainnya yang juga menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk memberantas child trafficking di Thailand.
Jika kesamaan tier mencerminkan kesamaan usaha pemerintah dalam memberantas human trafficking di negaranya, maka Thailand, Vietnam, dan Laos juga memiliki banyak usaha yang sama dengan menjadi anggota dari beberapa kelompok kepentingan terkait child trafficking. Mengambil peran sebagai agen dari proses penuntutan sebagai tahapan akhir dari proses penanganan child trafficking, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja memiliki asosiasi legal non-profit bernama Mekong Regional Law Center (MRLC). Dengan kantor pusat yang berlokasi di Thailand, MRLC menjadi bagian dari Thai Sub-Committee on Combating Transnational Trafficking in Children and Women. MRLC juga menjadi anggota dari UN Working Group on Trafficking in Women and Children in the Mekong Sub-region sebagai penyedia dukungan teknis dan penasihat bagi U.N. Inter-Agency Project on 'Trafficking in Women and Children in the Mekong Sub-region’
. Tidak hanya itu, Vietnam dan Thailand secara khusus memiliki kerjasama bilateral dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan human trafficking. MoU ini dibuat sebagai bagian dari  joint anti-trafficking initiative yang diluncurkan pada tahun 2004 oleh 6 negara GMS, yaitu Cina, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand
. Dapat dilihat dari keterangan di atas bahwa pemerintah Thailand tidak hanya bekerja sama dengan INGO, tetapi juga dalam forum-forum Intergovernmental Organization (IGO).
Menjadi ganjil ketika usaha yang dilakukan serentak oleh Thailand, Vietnam, dan Laos ini tidak membuahkan hasil yang sama di Thailand, hingga persamaan tier yang berlangsung selama 10 tahun tiba-tiba berubah karena Thailand tidak dapat segera kembali ke Tier 2. Berbagai bentuk kerjasama yang terjadi di antara pemerintah Thailand, Vietnam, dan Laos tidak mendongkrak status tier Thailand mengikuti kedua negara lainnya tersebut. Disini tentu hubungan antarpemerintah dapat dikesampingkan karena keberhasilan penerapan kebijakan tentu sangat bergantung kepada kebijakan domestik yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu keberadaan INGO yang terlibat di Thailand, Vietnam, dan Laos. Ada suatu keganjilan yaitu di Thailand terdapat 11 INGO yang menangani masalah child trafficking, sedangkan di Vietnam hanya ada 8 INGO. Tetapi selisih INGO yang beroperasi di Thailand tidak membuat Thailand menjadi lebih maju dalam hal pemberantasan child trafficking. Berbeda dengan kasus Laos yang memiliki 12 INGO dan segera naik ke status Tier 2 di tahun 2011. Perlu diperhatikan bahwa ada 2 INGO yang bekerja secara serentak di 3 negara tersebut, yaitu World Vision Foundation dan Save The Children. Di Thailand, Vietnam, Laos, Cina, Kamboja, dan Myanmar, World Vision Foundation mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai perjanjian regional, terutama untuk proses pencegahan, perlindungan, dan proses penuntutan
. Dengan demikian, terlihat bahwa kedua INGO ini bekerja sama dengan pemerintah lokal dengan membantu pemerintah mengadopsi perjanjian-perjanjian internasional dan memberikan saran bagi implementasi kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan adalah menghubungkan setiap negara yang ditangani untuk memenuhi misi INGO tersebut, sekaligus sebagai partner kerja negara dalam menerapkan kebijakan sehubungan dengan child trafficking.
Hubungan ini menjadi lebih menarik karena ada 8 INGO yang bekerja di Vietnam dan Vietnam kembali ke Tier 2, ketika Thailand memiliki 11 INGO sebagai partner kerja tetapi Thailand tetap berada di Tier 2 Watch List hingga saat ini. Memang selisih ini bukan jumlah yang signifikan. Jika jumlah tidak seharusnya menjadi permasalahan dalam hal ini, maka yang menjadi permasalahan adalah hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan INGO untuk memberantas child trafficking. Cukup menggelitik kesadaran bahwa ada kemungkinan hubungan antara pemerintah dan NGO-lah yang sebenarnya menjadi hambatan utama Thailand dalam memberantas child trafficking dan menyebabkan Thailand tidak segera kembali ke Tier 2.
Dengan latar belakang seperti itu, mengapa angka kejahatan child trafficking di Thailand tidak segera menurun, sehingga berakibat kepada status Thailand yang tidak segera kembali ke Tier 2 hingga tahun 2013? Isi dari uraian berikut ini akan menemukan penyebab tidak kembalinya Thailand ke status Tier 2 dengan melihat hubungan kerjasama antara pemerintah Thailand dengan INGO-INGO yang ada di Thailand.
Tidak dapat disangkal bahwa seperti yang dikatakan oleh Bowman
, hubungan internasional yang kooperatif dan terkoordinasi dengan baik melalui lembaga-lembaga internasional akan mengurangi sumber masalah internasional dan menjamin kedamaian dunia. Lebih rinci dari pernyataan tersebut, Sibnath Deb
 berpendapat bahwa hubungan kerjasama yang aktif antara pemerintah, NGO, dan agensi internasional lainnya sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan suatu formulasi strategis dan mampu memberikan solusi hingga ke akar permasalahan. Dengan kata lain, idealnya, hubungan yang saling mendukung antara aktor-aktor internasional akan membantu dalam pencapaian solusi berbagai masalah internasional. Kerjasama yang terjadi antara Thailand dengan INGO untuk memberantas kasus child trafficking seharusnya mampu menghasilkan suatu strategi dan solusi yang dapat memberantas child trafficking dari Thailand dan meningkatkan status Thailand dari Tier 2 Watch List kepada Tier 2. Namun sekalipun ada kerjasama, status Thailand bertangguh di Tier 2 Watch List.
Perlu diperhatikan terlebih dahulu alasan INGO dapat menjadi kunci utama untuk membantu pemerintah memberantas child trafficking di Thailand. INGO di mata pemerintah sangat bernilai karena peran yang dijalankannya. Berdasarkan 11 peran NGO
 yang diungkapkan oleh Margareth Karns dan Karen Mingst
, INGO-INGO di Thailand juga memenuhi peran-peran tersebut, terutama mengumpulkan dan mempublikasikan informasi mengenai isu yang diangkat, ikut serta dalam konferensi global, dan membantu dalam mengimplementasikan proyek-proyek yang dirancang oleh pemerintah setempat dalam rangka mengatasi child trafficking. Beberapa cara yang dilakukan oleh INGO-INGO ini adalah menggunakan media untuk menyebarkan informasi mengenai child trafficking, serta berusaha untuk membangun opini publik dan dukungan politik dari negara yang menaunginya
. Contohnya saja, menurut Sibnath Deb
, masalah child trafficking sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Sehingga untuk memberantasnya, INGO berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Thailand akan bahaya child trafficking dan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan. Semua ini adalah upaya agar permasalahan child trafficking dapat mengemuka dan mendapat perhatian dari masyarakat negara tersebut untuk segera di atasi. Peran-peran yang dilakoni oleh INGO memiliki kunci sukses tersendiri bagi sebuah upaya pemberantasan child trafficking.
Peran INGO tersebut tentu akan sangat membantu dalam memberantas child trafficking di Thailand hingga ke pokok permasalahan. Hanya saja, dalam prakteknya, peran INGO ini tentu harus melewati kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah terlebih dahulu, bahwa pemerintah adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan keamanan warga negaranya. Tidak mungkin negara membiarkan aktor asing seperti INGO langsung menangani permasalahan nasional begitu saja tanpa ada persetujuan dari negara. Oleh karena itu, peran INGO baru akan aktif ketika ada kerja sama dari pemerintah, dalam bentuk legitimasi. Menurut Menno T. Kamminga
, legitimasi dari negara kepada INGO merupakan perwujudan dari peran negara dalam kerjasama antara negara dengan INGO, yaitu menjadi gatekeeper yang dapat memutuskan INGO mana yang dapat bergabung dalam usaha negara memberantas permasalahan dan mana yang tidak
. Legitimasi ini menjadi hal yang krusial bagi INGO. Tanpa legitimasi dari negara, INGO tidak dapat bertindak sesuai dengan kebijakannya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang akan membantu INGO mencapai kebijakan tersebut, dan mendapatkan hak-hak istimewa lainnya yang mungkin diberikan oleh negara seperti pajak
.
Memang kemudian muncul perdebatan dan kritik terkait dengan legitimasi dari negara terhadap INGO. Pertama, INGO mungkin saja lebih bebas dalam menangani isu ketika INGO masuk ke dalam teritorial negara tanpa ijin pemerintah. Kebebasan ini erat kaitannya dengan kritik kedua: legitimasi yang diberikan negara justru dapat mengekang INGO dan memberikan kendali kepada negara untuk mengatur semua kegiatan INGO. Hal ini dikarenakan syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah dapat membebani dan membatasi kinerja INGO daripada mendukung. Tetapi, perdebatan tersebut tidak dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Kerjasama yang dilakukan oleh negara dan INGO dalam memberantas child trafficking tentu tidak dapat diterapkan apabila INGO masuk ke dalam wilayah negara tanpa seijin pemerintah. Kendali yang diberikan pemerintah sehingga dapat mengekang INGO juga tidak dibahas karena penelitian ini hanya akan berfokus kepada bantuan yang diberikan oleh INGO dalam membantu pemerintah memberantas child trafficking dan legitimasi negara kepada INGO, bukan dampak pemerintah kepada INGO sebagai suatu organisasi yang merdeka.
Kembali kepada pembahasan mengenai legitimasi. Sejajar dengan pendapat dari Menno T. Kamminga, Margareth Karns dan Karen Mingst
 lebih lanjut lagi juga mengungkapkan dalam uraiannya bahwa keterlibatan NGO dalam mengemukakan dan mengatasi isu-isu internasional adalah sejauh konferensi yang dianggotai oleh negara-negara memberikan ijin kepada NGO untuk hadir dan memberikan posisi. Beberapa negara Asia dan Arab pernah melobi agar konferensi internasional tidak mengijinkan kehadiran NGO, sedangkan sejumlah konferensi lain memberi batasan waktu bagi NGO untuk mempresentasikan posisinya. Ditegaskan oleh Karns dan Mingst bahwa “It is important to note that each conference has been free to adopt its own rule for NGO participation.”
, sedangkan telah diketahui bahwa konferensi yang dihadiri oleh negara sebagai aktor utamanya tentu dikendalikan, dipengaruhi, dan dikuasai oleh negara. Dalam IGO dan konferensi-konferensi internasional lainnya, kehadiran INGO adalah sejauh pemerintah mengijinkan dan memberikan sejumlah legitimasi.
Maka dari uraian di atas sangatlah benar jika dikatakan bahwa pemerintahan global seperti yang terjadi pada tren abad ke-21 ini memang menjadikan pemerintah dan NGO memiliki status hubungan kerjasama yang sama dan setara, tapi tidak menjadikan pemerintah dan NGO memiliki hak dan kewajiban yang sama persis di dunia internasional
. Ada suatu stratifikasi hubungan kerjasama antara pemerintah dengan NGO dengan peran masing-masing yang saling mendukung dalam pemberantasan child trafficking di Thailand. Dalam menyelesaikan isu internasional, pemerintah berperan untuk memberikan ijin masuk dan beroperasi kepada NGO, mengadopsi perjanjian-perjanjian internasional terkait isu, mengeluarkan kebijakan-kebijakan nasional, mengupayakan implementasi kebijakan secara optimal, dan mengawasi segala kegiatan NGO di wilayah teritorialnya. Di sisi lain, NGO berperan untuk menyediakan informasi, melobi pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait isu yang bersangkutan, memberikan saran kebijakan yang relevan dan efektif, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu, dan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Dengan demikian, bentuk kerjasama yang terjadi adalah tanpa ijin pemerintah NGO terbatas atau bahkan tidak dapat beroperasi untuk menyelesaikan permasalahan dan tanpa NGO pemerintah tidak memiliki mitra kerja yang dapat secara langsung dan intensif menangani permasalahan.
Hal ini memperjelas pernyataan sebelumnya bahwa selama negara tidak mengijinkan, atau selama tidak ada legitimasi dari negara dalam lingkup nasional maupun internasional, ruang gerak NGO sangatlah terbatas dalam mengemukakan dan menyelesaikan isu internasional. Padahal, seperti yang telah diketahui, peran INGO cukup signifikan dalam upaya memberantas child trafficking. Peran-peran INGO seperti yang telah dinyatakan oleh Margareth Karns dan Karen Mingst adalah sejumlah kegiatan yang biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah
. Melalui perannya yang istimewa ini, INGO seharusnya dapat memberikan kontribusi sebagai mitra kerja pemerintah dalam upaya pemberantasan child trafficking. Jika pemerintah dan INGO menjalankan perannya dengan baik: yaitu masing-masing memberikan legitimasi dan menjalankan fungsi mitra kerja pemerintah, maka seperti yang dikatakan oleh Sibnath Deb, akan tercapai suatu formulasi strategis yang mampu memberikan solusi hingga ke akar permasalahan
. Sehingga berangkat dari hubungan yang optimal inilah maka pemberantasan child trafficking akan berhasil dan dengan demikian mampu mengangkat status Thailand dari Tier 2 Watch List kepada Tier 2. Namun tidak dapat disangkal bahwa optimal tidaknya peran INGO sangat bergantung kepada seberapa besar legitimasi yang diberikan oleh pemerintah.
Dengan mengikuti logika teoritik yang terurai pada kerangka pemikiran, maka diduga yang menjadi penyebab Thailand belum dapat kembali ke Tier 2 dan bertangguh di Tier 2 Watch List hingga tahun 2013 adalah belum optimalnya kerjasama antara pemerintah Thailand dengan INGO, juga dengan organisasi internasional lainnya. Belum optimalnya kerjasama ini disebabkan terutama oleh legitimasi yang terbatas dari pemerintah. Hal ini tentu menghambat upaya INGO bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas child trafficking di Thailand. Bentuk legitimasi ini yaitu memasuki wilayah teritorialnya, melakukan sejumlah hal yang dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Thailand akan bahaya child trafficking, dan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memberantas child trafficking di Thailand.
Hal yang paling pertama dan utama untuk melihat kerjasama yang terbentuk antara pemerintah dengan INGO tentu perijinan yang diberikan oleh pemerintah kepada INGO tersebut. Jika INGO tidak dapat dengan leluasa masuk dan beroperasi di negara tersebut, tentu INGO tidak akan dapat bekerja dengan optimal dalam membantu negara memberantas suatu isu tertentu, yang dalam hal ini adalah pemberantasan child trafficking. Hal ini sejajar dengan pendapat dari Menno T. Kamminga bahwa legitimasi paling utama dan pertama yang diberikan oleh pemerintah kepada INGO adalah ijin kepada INGO agar organisasi-organisasi internasional ini dapat masuk ke dalam wilayah negara dan bergabung dengan usaha pemerintah Thailand memberantas child trafficking
. Ijin masuk ke dalam wilayah negara ini disebut sebagai regristrasi. Jika INGO memiliki sertifikat registrasi, maka INGO diperbolehkan untuk mengadakan kampanye sehubungan dengan kepentingannya memberantas child trafficking.
Ketika pemerintah menandatangi sebuah perjanjian internasional, maka pemerintah akan dibantu oleh INGO yang ikut serta dan/atau telah mengumpulkan informasi mengenai konferensi bersangkutan. Bantuan ini tentu membutuhkan grounded research dari INGO agar dapat memberikan assesment yang tepat bagi kondisi masyarakat Thailand. Sehingga, INGO membutuhkan ijin dari pemerintah melalui perwakilan-perwakilan INGO yang tiba di Thailand dan melakukan kegiatannya. Ijin masuk ini tentu akan semakin kuat jika diperoleh data bahwa INGO dapat mendirikan kantor di Thailand.
Melalui keistimewaan perannya, INGO bertugas menjadi mitra kerja pemerintah untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi permasalahan di negara tersebut. Ketika INGO menemukan suatu masalah dan tahu bagaimana solusinya, INGO dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk memberantas permasalahan tersebut dari akarnya, yang tentu dalam hal ini melalui kebijakan pemerintah. INGO dapat membantu pemerintah dalam membentuk dan mengganti kebijakan. Kemudian, setelah pemerintah melaksanakan perannya sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan, INGO akan membantu pemerintah juga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Salah satu usaha perubahan undang-undang dan implementasi yang dapat dilakukan INGO dalam hal mengimplementasikan kebijakan adalah aksi-aksi berupa kampanye. INGO dapat melakukan kampanye, melalui ijin dari negara, sejauh dapat mempengaruhi legislatif dan eksekutif untuk mengubah kebijakan negara
. Tentu perlu bagi INGO untuk mengetahui terlebih dahulu kebijakan-kebijakan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah Thailand, baik yang diadopsi dari perjanjian internasional, maupun yang diperoleh dari jajaran menteri nasional, sehubungan dengan child trafficking. Lebih baik lagi jika dalam kebijakan tersebut dirincikan porsi peran INGO yang terlibat di dalamnya karena hal tersebut menandakan bahwa pemerintah memberikan ijin langsung berkekuatan hukum bagi INGO untuk beroperasi di negaranya sesuai dengan peran yang diberikan. Hal tersebut juga berarti bahwa INGO harus bertanggung jawab terhadap peran yang telah didelegasikan dengan data-data yang menunjukkan bahwa kegiatan INGO sesuai dengan delegasi tugas dari pemerintahan, serta pencapaian yang telah diperoleh INGO melalui berbagai upaya tersebut.
Bagian ini diperkuat juga dengan teori hubungan kerjasama antara pemerintah dengan NGO oleh Tim Owen. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa partisipasi NGO dalam pembentukan kebijakan pemerintah sangat bergantung kepada rasa hormat dan kepercayaan yang dapat dibangun melalui komunikasi yang baik antara NGO dengan pemerintah
. Selain itu, NGO perlu meningkatkan kapasitasnya agar memiliki kekuatan yang setara dengan pemerintah, sesuai dengan peran yang diembannya. Kelemahan NGO membuat pemerintah tidak tertarik untuk bekerja sama. Ketika NGO kuat, pemerintah bersedia untuk memberi kesempatan kepada NGO untuk turut serta dalam pembuatan kebijakan sebagai salah satu bentuk legitimasi dari pemerintah kepada NGO.
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Bagan 1.1.: Teori Mutually Beneficial Partnership oleh Tim Owen

Legitimasi ini diberikan karena pemerintah mengetahui bahwa NGO dapat menjalankan perannya dengan baik. Selama pembentukan kebijakan, pemerintah dapat mempercayai informasi-informasi yang diberikan NGO, juga menghormati setiap pendapat dan kritik yang diberikan oleh NGO. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan NGO dapat terlihat melalui pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh keduanya, dalam kasus ini pertemuan-pertemuan yang membahas strategi pemberantasan human atau child trafficking. Jika pertemuan tersebut sering terjadi dan berkelanjutan, maka pemerintah dan NGO sedikitnya memiliki hubungan serta komunikasi yang baik dan menguntungkan, sehingga memungkinkan keduanya untuk terus bertemu.
Setelah menjadi kebijakan, pemerintah dan NGO akan bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan yang melibatkan sejumlah orang dari pemerintahan dan sejumlah orang dari voluntir NGO dan bertujuan untuk mensosialisasikan langkah-langkah pemberantasan child trafficking. Ketika pemerintah mempercayakan sebagian implementasi kepada NGO, pemerintah sedang memberikan legitimasi kepada NGO. NGO berhak untuk melakukan berbagai cara sesuai dengan peran dan ketentuan pemerintah dalam menerapkan implementasi kebijakan tersebut. Legitimasi pembuatan kebijakan dan legitimasi penerapan kebijakan tidak dapat dipisahkan karena membutuhkan hubungan baik yang berkelanjutan.
Selain melalui perubahan kebijakan pemerintah, INGO tentu dapat pula bekerja langsung ke masyarakat. Permasalahan child trafficking yang terjadi di Thailand banyak terjadi akibat dari keyakinan masyarakat akan anak gadis sebagai tulang punggung keluarga. Ketika anak gadis diserahkan kepada oknum yang menjalankan bisnis child trafficking, keluarga akan langsung mendapatkan uang. Selanjutnya, anak gadis tersebut dapat menghasilkan uang melalui pendapatannya sebagai pekerja prostitusi anak untuk membiayai kehidupannya sendiri dan membantu keluarganya. Demikian pula halnya yang terjadi dengan korban anak-anak lelaki. Kurangnya kesadaran keluarga akan bahaya child trafficking bagi kesehatan jasmani dan kejiwaan anak menjadi salah satu akar permasalahan yang harus segera diatasi dalam pemberantasan child trafficking. Sayangnya, sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menanggulangi hal ini, negara mengalam kekurangan untuk memonitor langsung penyebab dan cara penanggulangan child trafficking khususnya mengenai kesadaran masyarakat ini secara langsung. Mengetahui hal ini dan memiliki kelebihan berupa akses untuk bekerja lebih dekat kepada masyarakat, INGO turut serta dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
Data-data mengenai kegiatan INGO-INGO dapat menunjukkan bahwa ada upaya dari INGO tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, entah melalui penyuluhan, kampanye, poster, dan bantuan konseling kepada masyarakat. Data upaya ini juga perlu didukung oleh respon masyarakat terhadap upaya INGO dan peningkatan kesadaran, serta kewaspadaan dari masyarakat terhadap ancaman child trafficking yang sedang dihadapi oleh masyarakat Thailand tersebut.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah dan INGO di Thailand telah cukup optimal. Namun demikian, hipotesis yang telah ditarik sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dikatakan tidak terbukti. Ada sejumlah faktor pula yang menyebabkan hubungan ini memang belum cukup optimal untuk menyelesaikan kasus hingga ke akar permasalahan. Pemerintah dan INGO telah mengetahui bahwa salah satu pendukung terjadinya child trafficking justru berasal dari oknum pemerintah sendiri. Sejumlah oknum, dengan menggunakan kekuasaannya, melindungi rumah-rumah bordil serta meloloskan pelaku serta korban child trafficking untuk melewati batas-batas wilayah negara. Sekalipun telah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab ini, tidak terlihat adanya usaha pemerintah dan INGO untuk memberantas praktek kejahatan ini.
Dalam kasus child trafficking di Thailand, bukan hubungan kerjasama antara pemerintah Thailand dan INGO belum optimal, sehingga praktek child trafficking masih marak terjadi dan menyebabkan Thailand masih belum kembali ke Tier 2. Isi penelitian dalam Bab II dan Bab III telah menunjukkan bahwa pemerintah dan INGO memiliki hubungan yang baik. Selain itu, pemerintah dan INGO juga menjalankan semua fungsi peran dalam hubungan baik yang dijalankannya. Berikut ini adalah pembahasan singkat mengenai pemerintah dan INGO, masing-masing dengan rincian peran yang telah dijalankannya.
Pemerintah memberikan ijin masuk ke dalam teritori wilayah Thailand dengan mudah kepada INGO. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kesempatan kepada INGO untuk turut serta dalam pembentukan dan pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan child trafficking. Menyadari bahwa child trafficking membutuhkan sejumlah kebijakan publik dalam pemberantasannya, pemerintah tidak segan-segan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung kinerja INGO. Di antaranya adalah kebijakan perlindungan tenaga kerja, kebijakan perlindungan anak sebagai tenaga kerja, kebijakan Migrant Learning Centers, kebijakan perlindungan terhadap pekerja imigran, dan sejumlah kebijakan lain yang dapat mendukung pemberantasan child trafficking, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Pemerintah juga tidak sulit untuk diminta dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, pemerintah telah memberikan keleluasaan yang cukup kepada INGO untuk beroperasi dalam wilayahnya. Keleluasaan ini menjadi indikasi bahwa legitimasi yang diberikan oleh pemerintah telah optimal.
Demikian pula di pihak INGO. INGO berkemauan untuk membantu pemerintah memberantas child trafficking di Thailand akibat dari kepedulian dan tujuan dari INGO terhadap permasalahan child trafficking. Karena itulah, INGO bersedia hadir dalam pertemuan-pertemuan yang membahas kerjasama antara pemerintah, INGO, agensi internasional, dengan sejumlah aktor internasional lainnya. Tidak hanya hadir, INGO juga memberikan sumbangan kepada substansi kebijakan dan menempati posisi terpenting dalam implementasi kebijakan. Selama implementasi, INGO terus mengemban tugas ini dengan melakukan perannya dengan baik, sehingga sebagian besar proyek kerjasama antara pemerintah Thailand dengan INGO dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini kemudian menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat dari pemerintah, serta meningkatkan kapasitas INGO untuk mengatasi permasalahan child trafficking, seperti yang telah diuraikan oleh Tim Owen. Dengan demikian, pemerintah tidak enggan untuk mengundang kembali INGO ke dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Komunikasi yang baik dan sambung-menyambung ini menyebabkan hubungan antara pemerintah dan INGO kemudian bersifat berkelanjutan. Tidak berhenti sampai pada pembuatan dan pengimplementasian kebijakan, INGO juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan child trafficking.
Kesadaran masyarakat dianggap sebagai aspek yang paling penting dalam memberantas child trafficking. Bagaimana tidak, seringkali praktek child trafficking yang terjadi di Thailand dan daerah-daerah sekitarnya tidak berasal dari penculikan, tetapi berasal dari kerelaan keluarga untuk “menjual” anaknya dengan tujuan memperoleh biaya hidup. INGO berusaha untuk mengubah paradigma kerelaan ini dengan mengganti cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh biaya hidup. Cara-cara tersebut antara lain adalah mengikuti pelajaran formal dan mengajarkan berbagai keterampilan. Dengan menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan, diharapkan masyarakat akan mampu beralih dari praktek child trafficking dan mulai mencari lahan pendapatan yang lebih manusiawi. Jika masyarakat mengetahui bahwa ada cara lain yang dapat mereka capai, tentu masyarakat tidak perlu bergantung kepada praktek child trafficking, beserta child labour, child abuse, dan child prostitution, yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Di lahan pekerjaan yang baru, mereka tetap dapat memperoleh biaya hidup, sekaligus mencapai kehidupan yang aman dan tenteram.
Kesimpulannya, INGO juga telah menjalankan perannya dengan baik. INGO mampu meningkatkan kapasitas dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa INGO mampu menjadi mitra kerja pemerintah dalam upaya pemberantasan child trafficking. Tidak sedikit upaya INGO yang berhasil. Tetapi praktek child trafficking yang terus membanjir di Thailand menyebabkan seluruh kerjasama antara pemerintah Thailand dan INGO tidak berdampak signifikan kepada angka human trafficking secara keseluruhan.
Setelah berbagai uraian di atas, penulis sepakat bahwa pemberantasan child trafficking memang diharapkan mampu dilaksanakan secara optimal, terutama melibatkan berbagai aktor internasional. Semua ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak adalah generasi penerus, sehingga investasi apapun yang ditanamkan kepada anak-anak haruslah investasi yang baik, bahkan kalau mampu yang terbaik. Jika sedari kecil anak-anak telah terbiasa menerima kekerasan fisik, mental, verbal, dan seksual, maka masa depannya akan terancam penuh dengan hal-hal tersebut. Pembelaan HAM terhadap anak-anak tentu akan mendukung terbentuknya suatu generasi yang sadar HAM dan mampu menghindarkan dirinya, serta orang-orang di sekitarnya terhadap ancaman child trafficking. Kenyataannya, pemerintah dan INGO memiliki hubungan yang sangat baik dalam merancang strategi pemberantasan child trafficking. Sehingga, dapat dilihat bahwa hubungan pemerintah dan INGO bukanlah menjadi penyebab bertangguhnya status Thailand di Tier 2 Watch List. Jika sedianya hubungan inilah yang menjadi penyebab, maka peningkatan hubungan antara keduanya, beserta dengan sejumlah aktor internasional lainnya, akan banyak membantu dalam pemberantasan child trafficking.
Sangat disayangkan ketika selama penelitian, penulis menemukan bahwa penyebab-penyebab internal masalah child trafficking bukan berasal dari pelanggaran masyarakat terhadap hukum, melainkan berasal dari lemahnya pengawasan pemerintah terhadap garis-garis perbatasan dan praktek-praktek korupsi di kalangan pemerintah. Korupsi yang dimaksud disini adalah adanya oknum-oknum pemerintah yang justru mendukung praktek child trafficking dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan ijin. Garis perbatasan masih sangat mudah dilalui, sehingga pelanggaran terhadap child trafficking lintas batas negara lebih mudah dilakukan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya, pemerintah memiliki legitimasi penuh untuk membuka dan menutup wilayah negara. Pemerintah telah memberikan sebagian dari legitimasi ini kepada INGO untuk membantu pemerintah dalam memberantas child trafficking. Hanya saja, peran penting pemerintah dalam bekerja sama dengan INGO ini tidak diimbangi oleh pemenuhan peran lainnya. Beberapa oknum pemerintah justru menyelewengkan otoritasnya untuk membuka wilayah negara bagi praktek child trafficking. Sekalipun pemerintah dan INGO telah bersusah payah bekerja sama untuk memberantas child trafficking dengan menerapkan berbagai undang-undang dan mengadakan berbagai kegiatan, hal ini menjadi tidak berarti ketika korupsi otoritas masih merajalela. Reduksi yang dihasilkan dari usaha tersebut tertutupi oleh jumlah child trafficking yang terus meningkat di Thailand akibat dari korupsi otoritas ini. Sehingga seyogyanya, permasalahan internal dalam pemerintahan tersebut perlu ditindak terlebih dahulu oleh pemerintah Thailand.
Kontribusi yang diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah dan INGO yang terjalin, walaupun sangat baik dan berhasil dalam menjalankan strateginya, belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan internasional. Kegagalan ini dapat terjadi jika tidak diimbangi dengan peningkatan sisi preventif dan menghentikan sumber permasalahan child trafficking. Di Thailand, penulis menemukan sumber permasalahan tersebut adalah tingginya permintaan dan penawaran dalam pasar child trafficking, rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan kurangnya respon masyarakat untuk memerangi child trafficking, lemahnya penjagaan terhadap perbatasan, serta maraknya praktek korupsi di kalangan pemerintah. Sekalipun pemerintah dan INGO memberantas sebagian besar jaringan child trafficking, jika sumber permasalahan tetap dibiarkan, maka child trafficking akan terus merajalela di Thailand.
Karena kerjasama antara pemerintah dan INGO bukanlah alasannya, maka selanjutnya penelitian dapat dikembangkan menjadi alasan apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab tidak berdampaknya usaha pemerintah dan INGO yang telah berhasil tersebut. Selain itu, penelitian juga dapat beralih kepada kemungkinan alasan kebijakan migrasi atau kebijakan luar negeri dengan negara tertentu sebagai penyebab dari tidak segera kembalinya Thailand ke Tier 2. Pemerintah dan INGO juga dapat lebih menitikberatkan kebijakan yang selanjutnya kepada penjagaan terhadap perbatasan dan disiplin kepada pemerintah yang melakukan praktek korupsi. Dengan melanjutkan penelitian ini, diharapkan ilmu yang didapatkan mampu memberikan sumbangsih bagi keamanan umat manusia, baik di Thailand maupun di dunia internasional.
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